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beberapa hal yakni : Gaya kepemimpinan Bupati Pinrang dalam hal ini H.A.Aslam 
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This study aims to determine the leadership style used regent in local 
governance in Pinrang as well as to identify factors that can affect leadership 
style regent in the administration of local government in Pinrang. 
 
In this research the writer uses descriptive qualitative analysis techniques in 
addition, of the research that has been conducted authors conclude several 
things: leadership style Regent Pinrang in this case HAAslam patonangi is a 
democratic leadership style (2). Factors affecting the regents kempemimpinan 
style in governance in Pinrang among others: the ability / skillpengalaman 
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1.1 Latar Belakang  
Setelah pemerintahan Orde Baru ditumbangkan pada bulan Mei 1998, 
Bangsa Indonesia menunjukkan kesepakatan untuk kembali ke 
domokrasi.Niat dan tekad untuk menggunakan demokrasi itu terlihat pada 
banyaknya perubahan yang mendasar di dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia.Para pejuang reformasi yakin bahwa sistem pemerintahan modern 
yang demokratis dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia 
untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Meski tidak ada satupun 
kesepakatan tertulis yang dibuat, namun kesepakatan itu telah dicapai 
karena tidak ada satu pun kelompok atau organisasi sosial politik pada bulan 
Mei 1998 yang tidak menginginkan (menolak) demokrasi melalui 
demokratisasi dan reformasi. Demokrasi dianggap sebagai satu-satunya 
jalan keluar dari berbagai krisis yang dialami Indonesia yang merupakan 
warisan Orde Baru. 
Rekonstruksi besar-besaranpun terjadi dalam tatanan pemerintah 
Indonesia, salah satunya yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah 
pusat dan daerah yang di kenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur 
dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – 
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undangan, hal ini di perkuat oleh Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, pemerintah daerah merupakan kesatuan pemerintah  secara 
nasional bukan sebagai Negara bagian. Efisiensi efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-
aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antara pemerintah daerah, 
potensi dan keanekaragamanan daerah,peluang dan tantangan persaingan 
global serta pasar bebas yang nantinya akan di hadapi degan di berikannya 
kewenangan serta hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah 
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah. 
Dengan berjalannya Undang-Undang tersebut ada beberapa 
kewenangan pemerintah pusat yang di berikan kepada pemerintah daerah 
yaitu 3 asas pemerintahan : desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan. Kewenangan yang di berikan kepada pemerintah daerah tidak 
sepenuhnya diserahakan secra desentralisasi, tetapi ada beberapa urusan 
yang masih di jalankan secara sentralistik, kewenangan yang diberikan bisa 
saja bertambah dan bisa juga berkurang bahkan bisa di hapuskan demi 
kempentingan Negara.Hadirnya UU ini juga adalah harapan demi terciptanya 
efektifitas dan efesiensi dalam tata kelola emerintah di Indonesia. 
Pada pasal 24 juga di atur mengenai kepala pemerintahan dalam 
suatu daerah yang di sebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana 
yang dimaksud  untuk provinsi di sebut gubernur, untuk kota di sebut walikota 
dan untuk kabupaten di sebut bupati. Berngkat dari hal tersebut maka untuk 
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menentukan kepala daerah dilakukan secara langsung di daerah masing-
masing.Siapa saja memiliki hak untuk menjadi kepala daerah yang penting 
dapat memenuhi syarat yang telah di atur dalam Undang-Undang begitu juga 
terhadap masyarakat mereka berhak menentukan siapa yang dia iginkan 
menjadi kepala daerahnya. Siapapun yang terpilih untuk menjadi kepala 
daerah sudah seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, agar 
supaya pemrintahan yang di piminnya bisa berjalan dengan baik pula dan 
sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat. 
Menurut Rost (1993), kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang 
saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut ( bawahan ) dengan 
tujuanperubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.1 
Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan 
dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi 
oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas 
organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya 
kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja 
birokrasi di Indonesia. 
 
Kepemimpinan sangat urgent diperhatikan dalam suatu pelaksanaan 
tata kelola pemerintah daerah, karena kepemimpinan daerah landasan untuk 
melakukan aktifitas bagi seorang pemimpin. Kartono (2005:36-
                                                 
1
Harbani Pasollong. 2013.  Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung. Hal 5 
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38),mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan 
dengan tiga hal penting, yaitu: (1) kekuasaan,yaitu otoritas dan legalitas yang 
memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan 
menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) kelebihan, keunggulan 
keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang 
tersebut patuh kepada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-
perbuatan tertentu. (3) kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, 
kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun anggota biasa.2 
Apabila hal tersebut dapat di laksanakan dan di jalankan dengan baik maka 
pelaksanaan tata kelola pemerintahan akan berjalan sebagai mana yang di 
inginkan, Maxwel (1995:191), mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang baik 
adalah: 
1. Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Cara 
paling baik untuk memiliki loyalitas personal ialah dengan memperlihatkan 
perhatian kepada mereka dengan kata-kata dan perbuatan. 
2. Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan dasar bawahannya. 
3. Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan 
perencanaan. 
4. Pemimpin yang baik mampu menghindari tujuh dosa mematikan. Yaitu: 
 Berusaha untuk disukai bukan dihormati, tidak minta nasihat dan bantuan 
kepada orang lain, mengesampingkan bakat pribadi dengan menekan 
peraturan bukan keahlian, tidak menjaga untuk kritik tetap konstruktif, tidak 
                                                 
2
 Ibid. Hal 11 
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mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lai, 
memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama, dan tidak membuat 
setiap orang selalu mendapat informasi. 
Kemudian dalam menjalankan pemerintah daerah tentunya setiap 
kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan dalam mejalankan 
pemerintahannya. Karena gaya kepemimpinan juga merupakan salah satu 
landasan bagi seorang pemimpin dalam suatu daerah  dalam menjalankan 
tata kelola pemerintahan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara-
cara yang digunakan pemimpin dalam usaha mempengaruhi bawahan untuk 
mencapai tujuan yang telah di tentukan.Pemimpin dalam menjalankan 
fungsinya mempunyai harapan agar bawahan dapat bergerak bersama-sama 
mewujudkan tercapainya tujuan organisasi pemerintah yang telah ditetapkan 
sebalumnya. 
Ada beberapa gaya kepemimpinan yang biasa di kemukakan oleh 
para ahli, salah satunya adalah Inu kencana (2006), diantaranya: 
a. Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan 
b. Gaya otokritas dalam kepemimpinan pemerintahan 
c. Gaya bebas dalam kepemimpinan pemerintahan 
Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang 
digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 
mempengaruhi perilaku orang lain seperi yang diamati. Dalam konteks ini 
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usaha menyelaraskan persepsi di antara orang-orang yang perilakunya akan 
dipengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya.3 
Kabupaten Pinrang adalah salah satu dari beberapa kabupaten di 
Indonesia khsusnya di Sulawesi-selatan yang melakukan pemilihan kepala 
daerah secara langsung. Dalam pemilihan langsung menghasilkan Yaitu A. 
Aslam patonangi Sebagai bupati pinrang yang secara tidak langsung kembali 
menduduki jabatan Bupati selama dua periode di kabupaten pinrang, dalam 
periode sebelumn beberapa keberhasilan dan peningkatan mampu di raih 
beberapa diantaranya yaitu, Juara 1 Kontes buah sesulawesi-selatan, 
penyandang piala ADIPURA, pemenang Kabupaten Sehat tingkat 
Nasional,meraih prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah (PPD) tingkat 
nasional periode 2013 berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) pada tahun 2014 serta meraih 
penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara penghargaan ini merupakan 
keberhasilan Bupati dalam peningkatan pelayanan publik di Kabupaten 
Pinrang. 
Tentunya hal tersebut tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang di 
jalankan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan di Kabupaten 
Pinrang itu sendiri. Maka dari itu penting untuk selanjutnya di adakan 
penelitian lebih lanjut agar cara atau metode yang digunakan oleh A. Aslam 
Patonai selaku bupati Pinrang dalam memimpin dapat sebagai percontohan 
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dan motivasi bagi generasi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan khususnya 
yang ada di daerah Pinrang. Melihat hal tersebut maka penulis tertarik untuk   
mengkaji dan menganalisis mengenai : “ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN 
BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI 
KABUPATEN PINRANG”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
 Dalam Undang-Undang banyak di atur mengenai wewenang dan 
tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang menghuni suatu 
daerah di Indonesia.Maka dari itu dalam implementasinya seorang kepala 
daerah memiliki peran penting dalam dalam kemajuan dan kesejahteraan 
masyarakat di daerahnya. 
Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik 
tentulah di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan seorang bupati sebagai orang 
yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan di 
daerahnya karena terwujudnya pemerintahan yang baik di dasari dari 
bagaimana seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinannya, Bupati 
pinrang dalam penyelenggaraan pemerintahannya kerap kali memberlakukan 
karakteristik partisipasi akti, responsif dan berorientasi akan musyawarah 
untuk mendapatkan mufakat. 
 Mengacu dari latar belakang yang telah di bahas sebelumnya serta 
menghindari meluasnya pembahasan mengenai gaya kepemimpinan bupati 
pinrang, sehingga peneliti membatasi rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana gaya kepemimpinan bupati pinrang dalam 
penyelenggaraan pemerintahan? 
2. Fakto-faktor apa yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Bupati 
Pinrang sejak tahun 2009-sekarang? 
1.3 Tujuan penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten 
pinrang 
b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah 
daerah di Kabupaten Pinrang 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah kabupaten 
pinrang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di 
kabupaten pinrang 
b. Sebagai nilai tambah bagi penulis dalam menganalisa dan 
mengamati teori yang ada dengan kepemimpinan bupati 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 








2.1. Pengertian Analisis 
Dalam mengambil keputusan dan tindakan diperlukan adanya data – 
data informasi yang mendukung mengenai masalah yang dihadapi. Data – 
data yang harus dianalisis dengan baik sehangga tergambar hubungan 
antara satu data dengan yang lainnya. Menurut Sumardjoko warpani (2001), 
analisis adalah uraian atau usaha mengenai arti suatu keadaan atau bahan 
keterangan-keterangan mengenai suatu keadaan di urus dan diselidiki 
hubungan satu dengan yang lain, diselidiki keadaan yang satu dengan yang 
lai. 
Menganalisis suatu fenomena atau gejala, terlebih dahulu harus 
mengetahui suatu keadaan yang akan dianalisis dan juga data yang tersedia 
harus lengkap karena akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. 
Fungsi suatu analisis dalam suatu hal sangat penting dalam menentukan 
suatu kebijakansanaan terutama mengenai tindak lanjut pembangunan 
karena dalam mengambil keputusan peran analisis sangat berarti, dalam 
analisis yang diperlukan adalah kesimpulan dimana dapat digunakan 
pegangan terhadap pelaksanaan tindakan. 
Analisis merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu 
kebijaksanaan, sebab dengan menentukan suatu dan kebijakan tanpa di 
dahului dengan analisis dapat dipastikan keputusan yang dikeluarkan oleh 
pembuat keputusan tersebut diragukan keberhasilannya. 
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2.2. Pemimpin dan kepemimpinanan 
Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang 
artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja 
“memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda 
“pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang 
membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan 
seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan 
sedangkan menurut  Kartono pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki 
superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan 
untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai 
sasaran tertentu. 4 
Kemudian kepemimpinan merupakan proses atau cara dalam 
mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam 
mencapai tujuan dalam suatu situasi atau kondisi tertentu di dalam usaha 
mencapai tujuan dalam situasi atau kondisi tertentu di dalam kehidupan 
masyarakat, sedangkan pemimpin adalah sosok figur yang dapat diandalkan 
untuk memegang suatu jabatan dalam suatu instansi. 
Kepemimpinan akan selalu menyangkut 4 komponen terkait, yaitu : 
influencer yang ada diri si pemimpin, influencer yang ada pada diri bawahan, 
cara atau teknik mempengaruhi dan situasi.5 Sedangkan menurut harbani 
pasolong (2013) kepemimpinan adalah (cara atau teknik = gaya) yang 
                                                 
4
Harbani Pasollong. 2013.  Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung. Hal 1 
5
 Ambar Teguh. 2008. Kepemimpinan Profesional. Graha Media. Yogyakarta. Hal. 16 
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digunakan pemimin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam 
melakukan kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan.6 
Setiap pemimpin memiliki kemapuan yang berbeda, Karena setiap 
orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Sejalan dengan 
pendapat Sondang P.Siagian yang mengatakan bahwa: 
 “Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang 
yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk 
mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya, untuk 
berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku 
yang positif, ia memberikan sumbangsih nyata pencapain tujuan 
organisasi”. 
 
Selanjutnya Muhammad Ryass Rasyid mengatakan bahwa secara 
sederhana pemimin bisa didefinisikan sebagai seseorang yang terus 
menerus membuktikan bahwa ia mampu mempengaruhi sikap tingkah laku 
orang, lebih dari kemampuan mereka ( orang lain itu ) mempengarui dirinya. 
Lebih lanjut dikatakan bahwa Kepemimpinan adalah sebuah konsep yang 
merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh antara pemimpin dengan 
pengikut dalam mengejar tujuan bersama. 
Sedangkan menurut  Warsito Utomo kepemimpinan 
merupakan suatu seni yaitu seni untuk mempengaruhi orang lain agar 
melakukan tindakan dan perbuatan yang diinginkan pemimpin. Sebagai suatu 
senin, pemimpin tidak dapat disamaratakan, masing-masing mempunyai cara 
tersendiri, gaya tersendiri untuk mempengaruhi orang lain dalam proses 
kepemimpinan. 
                                                 
6
Harbani Pasollong. 2013.  Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung. Hal 11 
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Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli, dapat disimpulkan beberapa unsur dari kepemimpinan, yaitu: 
1. Orang yang mempengaruhi orang lain (pemimpin) 
2. Orang yang terkena pengaruh ( pengikut atau bawahan ) 
3. Adanya suatu kerja sama ( system ) 
4. Adanya tujuan yang ingin dicapai 
Patawari, dalam blog wordpress.com mengemukakan empat macam 
pendekatan kepemimpinan secara umum, yaitu pendekatan sifat, gaya, 
situasional, dan funsional. 
1. Pendekatan Sifat Kepemimpinan 
Dalam pendekatan sifat (trait approach) atau juga disebut teori 
sifat.Digambarkan sifat-sifat kepemimpinan adalah kecerdasan, kedewasaan, 
dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi 
serta sikap hubungan kemanusiaan. 
 
 
2. Pendekatan Gaya Kepemimpinan. 
Penelitian-penelitian yang bersumber pada pandangan gaya 
kepemimpinan (stylistic approach) pada umumnya memusatkan perhatiannya 
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pada perbandingan antara gaya demokratik dan gaya perilaku otokratik. 
Pada dasarnya, ada tiga kategori gaya kepemimpinan yang dikembangkan 
oleh Lewin, Lippitt dan white, yaitu otokratik, demokratik, dan laisser-faire. 
Pendekatan gaya kepemimpinan ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada 
pendapat Hersey dan Blanchard. 
3. Pendekatan Situasional Kepemimpinan.  
Dalam pendekatan situasional (situational approach) faKtor-faktor 
determinan yang dapat membuat efektif suatu gaya kepemimpinan sangat 
bervariasi, tergantung pada situasi dimana pemimpin berada dan pada 
kepribadian pemimpin sendiri. Dalam pendekatan situasional yang menjadi 
penekanan adalah efektifitas dari suatu kelompok.Dalam teori ini dikatakan 
bahwa efektifitas suatu organisasi tergantung pada dua variabel yang saling 
berinteraksi, yaitu, sistem motivasi dari pemimpin dan tingkat atau keadaan 
yang meyenangkan dari situasi.7 
Situasi kepemimpinan digolongkan pada tiga dimensi:(1) hubungan 
pemimpin dengan anggota, yaitu bahwa pemimpin akan mempunyai lebih 
banyak kekuasaan dan pengaruh, apabila dapat menjalin hubungan yang 
baik dengan anggota-anggotanya. (2). struktur tugas, bahwa penugasan 







yang berstruktur baik, jelas, eksplisit, terprogram akan memungkinkan 
pemimpin lebih berpengaruh dari pada penugasan itu kabur, tidak jelas, dan 
tidak berstruktur dan (3). posisi kekuasaan, pemimpin akan mempunyai 
kekuasaan, dan berpengaruh lebih banyak apabila posisinya atau 
kedudukannya memperkenangkan memberi ganjaran, hukuman, mengangkat 
dan memecat, daripada tidak memiliki kedudukan. 
4. Pendekatan fungsional kepemimpinan.  
Pendekatan fungsional mengambil asumsi bahwa sesuatu prilaku 
yang dapat memberi sumbangan pada pencapaian tujuan kelompok dapat 
dianggap sebagai kepemimpinan, tidak peduli siapa yang menampilkan 
perilaku tersebut. 
Melihat dari dari definisi dan unsur-unsur kepemimpinan yang ada 
maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kegiatan 
atau upaya yang dilakukan seorang pemimpin dalam mempengaruhi 
bawahan atau upaya yang dilakukan seorang pemimpin dalam 
mempengaruhi bawahan atau pengikutnya dalam menjalankan suatu 
organisasi. Antara pemimin dan bawahan rupakan suatu system yang 
membangun suatu kerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi. 
2.3. Jenis-Jenis Kepemimpinan 
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 Dalam hal ini apabila ditinjau dari kewenangan seorang pemimpin, 
maka kartini kartono menggolongkan jenis kepemimpinan menjadi dua 
jenissebagai berikut: 
1. Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga 
tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan 
pengangkatan resmi untuk memangku jabatan struktur organisasi 
dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan jabatannya 
untuk mencapai tujuan organisasi.Ciri-ciri pemimpin formal, antara lain: 
a. Sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa 
persyaratan formal terlebih dahulu. 
b. Ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas  
kewajibannya, karena itu dia selalu memiliki atasan/supervisor. 
c. Dia mendapatkan balas jasa material immaterial tertentu, serta 
emolument( keuntungan ekstra/penghasilan sampingan lainnya). 
d. Dia bisa mencapai promosi atau peningkatan pangkat formal dan 
dapat dimutasikan 
e. Apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenai 
sanksi dan hukuman. 
f. Selama menjabat diberi kekuasaan dan wewenang; menentukan 
posisi, memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan 
pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan 
bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervise dan 
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kontrol, menetapkan sasaran  organisasi dan mengambil 
keputusan penting lainnya. 
2. Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan 
formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas 
unggul, ia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu 
mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau 
masyarakat.Ciri-ciri pemimpin informal antara lain: 
a. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai 
pemimpin. 
b. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan 
mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya 
berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih 
mengakuinya dan menerimanya. 
c. Dia tidak mendapatkan dukungan (becking) dari suatu organisasi 
formal dalam menjalankan tugas dan kepemimpinannya. 
d. Biasanya tidak mendapatkan imbalan/balas jasa kalaupun ada 
biasanya diberikan secara sukarela. 
e. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi dan tidak 




f. Apabila dia melakukan kesalahan dia tidak dapat dihukum, hanya 
saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak 
diakui atau dia ditinggalkan oleh massanya.
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Dari pendapat diatas, dapat dinyatakan bahwa pemimpin menduduki 
jabatan kepemimpinannya disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 
1. Penunjukan dan penetapan dari atasan. 
2. Karena warisan dan kedudukan yang turun temurun. 
3. Karena dipilih oleh pengikut dan para pendukungnya. 
4. Karena pengakuan tidak resmi dari bawahannya. 
5. Karena kelebihannya, memiliki beberapa kualitas pribadi. 
6. Karena tuntutan situasi dan kondisi atau kebutuhan zaman. 
 
2.4. Gaya Kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan dalam suatu tata kelola pemerintahan merupakan 
hal yang mutlak dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan.Gaya 
kepemimpinan ini adalah identic dengan hal bagaimana pemimpin 
menjalankan tugas kepemimpinannya. Mifta toha mengemukakan bahwa 
gaya kepemimpina secara kasar adalah sama dengan cara yang 
dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya.9 
Gaya kepemimpinan sangat terpengaruh oleh faham yang dianut 
seorang pemimpin mengenai kekuasaan dan wewenang, sikap mana yang 
                                                 
8
 Inu Kencana Syafi’ie. 2013. Kepemimpinan Pemerintahan  Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal 
12 
9
Miftah Thoha. 2013. Kepemimpinan Dalam  Manjemen. Rajawali Pers. Jakarta.Hal 49 
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diambilnya terhadap suatu masalah yang dihadapai yang mungkin 
berhubungangan dengan hak dan martabat manusia. Gaya kepemimpinan 
akan sangat berpengaruh terhada[p efektifitas terhadap seorang pemimpin. 
Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi yang 
tepat dapat mengarahkan pencapaian tujuan perseorangan maupun tujuan 
organisasi. 
Soekanto Reksohadiprojo mengemukakan bahwa relative ada tiga 
macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokrasi atau Atoriter, 
demokrasi dan lissez-faire ( bebas ) yang semuanya memiliki kelemahan dan 
kekurangan. 
Adapun penjelasan dan ciri-ciri dari gaya kepemimpinan menurut 
pakarnyadalam yaitu: 
1. Gaya Kepemimpinan Otoriter 
a.  Tanpa musyawarah. 
b. Tidak mau menerima saran dari bawahan. 
c. Mementingkan diri sendiri dan kelompok. 
d.  Selalu memerintah. 
e.  Memberikan tugas mendadak. 
f.  Cenderung menyukai bawahan yang ABS (asal bapak senang).  
g.  Sikap keras terhadap bawahan. 
h.  Setiap keputusannya tidak dapat dibantah. 
i.  Kekuasaan mutlak di tangan pimpinan. 
j.  Hubungan dengan bawahan kurang serasi.  
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k.  Bertindak sewenang – wenang. 
l. Tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan.  
m.  Kurang mempercayai bawahan. 
n. Kurang mendorong semangat kerja bawahan.  
o.  Kurang mawas diri. 
p.  Selalu tertutup. 
q.  Suka mengancam. 
r.  Kurang menghiraukan usulan bawahan.  
s.  Ada rasa bangga bila bawahannya takut. 
t.  Tidak suka bawahan pandai dan berkembang.  
u.  Kurang memiliki rasa kekeluargaan. 
v.  Sering marah-marah. 
w.  Senang sanjungan. 
2.     Gaya Kepemimpinan Demokratis 
a. Pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah. 
b.  Tenggang rasa. 
c. Memberi kesempatan pengembangan karier bawahan. 
d. Selalu menerima kritik bawahan. 
e.  Menciptakan suasana kekeluargaan. 
f.  Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan. 
g.  Komunikatif dengan bawahan. 
h.  Partisipasif dengan bawahan. 
i.  Tanggap terhadap situasi. 
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j.  Kurang mementingkan diri sendiri. 
k.  Mawas diri. 
l.  Tidak bersikap menggurui. 
m. Senang bawahan kreatif. 
n.  Menerima usulan atau pendapat bawahan. 
o.  Lapang dada. 
p.  Terbuka. 
q.  Mendorong bawahan untuk mencapai hasil yang baik. 
r.  Tidak sombong. 
s.  Menghargai pendapat bawahan. 
t.  Mau membimbing bawahan. 
u.  Mau bekerja sama dengan bawahan. 
v.  Tidak mudah putus asa. 
w.  Tujuannya dipahami bawahan. 
x.  Percaya pada bawahan. 
y.  Tidak berjarak dengan bawahan. 
z.  Adil dan bijaksana. 
aa.  Suka rapat (musyawarah). 
bb. Mau mendelegasikan tugas kepada bawahan. 
cc.  Pemaaf pada bawahan. 





3.        Gaya Kepemimpinan Laisses Faire 
a. Supel atau luwes. 
b.  Berwawasan luas 
c. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 
d.  Mampu menggerakkan bawahan  
e. Bersikap keras pada saat-saat tertentu  
f. Berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah  
g. Mempunyai tujuan yang jelas 
h. Bersikap terbuka bila menyangkut bawahan  
i. Mau membantu memecahkan permasalahan bawahan 
j. Mengutamakan suasana kekeluargaan 
k. Berkomunikasi dengan baik 
l. Mengutamakan produktivitas kerja 
m. Bertanggung jawab 
n. Mau memberikan tanggung jawab pada bawahan 
o. Memberi kesempatan pada bawahan untuk mengutarakan 
pendapat pada saat-saat tertentu 
p. Melakukan atau mengutamakan pengawasan melekat 
q. Mengetahui kelemahan dan kelebihan bawahan 
r. Mengutamakan kepentingan bersama,  
s. Bersikap tegas dalam situasi dan kondisi tertentu  
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t. Mau menerima saran dan kritik dari bawahan 10 
  4. TIPE KEPEMIMPINAN MILITERISTIK 
a. Dalam menggerakkan bawahan untuk yang ditetapkan, perintah 
mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama 
b. Dalam komunikasi menggunakan saluran formal 
c. Menggunakan sistem komando dalam perintah 
d. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan 
pengkat dan jabatannya 
e. Senang kepada formalitas yang berlebihan 
f. Menuntun disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan 
g. Tidak mau menerima kritik dari bawahan 
h. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 
 
 
2.5. Fungsi Kepemimpinan 
Fungsi kepemimpinan dalam suatu birokrasi sangat urgent dalam 
rangka pencapaian tujuan dalam tata kelola pemerintahan. Semuanya tak 
lain adalah sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang 
memuaskan kepada masyarakat. menurut Hamdani Nawawi dalam bukunya 






Kepemimpinan yang Efektif menyebutkan ada lima fungsi kepemimpinan. 
Kelima fungsi kepemimpinan itu adalah: 
Fungsi instruktif   
Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin 
sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya 
pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebaga komunikator merupakan 
pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan 
perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan 
hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat 
diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin hanyalah 
melaksanakan perintah.Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya 
dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin. 
Fungsi konsultatif 
Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap 
pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai 
konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan  dari 
bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. 
Fungsi partisipasi 
Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-
orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan 
maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh 
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan 
yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan 
24 
 
masing-masing. Pemimpin juga tidak hanya ikut dalam proses pembuatan 
keputusan dalam fungsi ini pemimpin ikut serta dalam proses 
pelaksanaannya. Fungsi partisipasi ini bukan berarti pemimpin memberikan 
kebebasan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa 
kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang 
lain.    
Fungsi delegasi 
Fungsi ini pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus 
bersedia dan dapat mempercayai oran-orang lain, sesuai dengan posisi atau 
jabatannya, apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang. 
Fungsi pengendalian 
Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses 
dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 
koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama 
secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi pengendalian dapat 
diwujudkan melalui kegiatan  bimbingan, pengarahan, koordinasi dan 
pengawasan. 
Dengan bimbingan dan pengarahan, koordiansi dan pengawasan, 
pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap 
unit atau perseorangan dalam melaksanakan volume dan beban kerjanya 
atau perintah dari pimpinannya. Pengendalian dilakukan dengan cara 
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mencegah anggota berfikir dan berbuat sesuatu yang cenderung merugikan 
kepentingan bersama.11 
 2.6.  Bupati atau Kepala daerah 
 Keberadaan seorang kepala daerah diatur dalam pasal 24 Undang-
Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa: 
1. Setiap dipimpin oleh kepala daerah yang disebut kepala daerah 
2. Kepala daerah sebagaiman yang dimaksud pada ayat ( 1 ) 
untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, 
dan untuk kota disebut walikota. 
3. Kepala daerah sebagaimana yang di maksud ayat ( 1 ) dibantu 
oleh seorang wakil kepala daerah. 
4. Wakil kepala daerah sebagaiman yang dimaksud pada ayat ( 3 
) untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut 
wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. 
5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebgaimana yang 
dimaksud pada ayat ( 2 ) dan ( 3 ) dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. 
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: 
1.  Memimpin penyelenggaran pemerintah daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 
2. Mengajukan rancangan perda; 






3. Menetapkan Perda yang teah mendapat persetujuan bersama 
DPRD; 
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD 
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuia dengan 
peratura perundang-undangan; dan 
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Seorang bupati atau kepala daerah adalah seorang pemimpin 
dalam suatu daerah yang intinya adalah orang yang mempunyai 
pengikut atau pendukung karena kapasitasnya yang bertugas 
menjalankan pemerintahan untuk melayani masyarakat. 
 
2.7. Kerangka Konseptual 
Pada dasarnya gaya kepemimpinan banyak berpengaruh terhadap 
keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut – 
pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang 
digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mempengaruhi perilaku 
orang lain. Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai motivasi 
eksternal yang tepat dapat mengarahkan pencapaian tujuan pereorangan 
maupun tuuan birokrasi.  
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Karena gaya kepemimpinan juga menjadi instrument dalam mecara 
mempengaruhi bawahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 
Secara umum gaya kepemimpinan dikenal dengan tiga gaya yaitu : 
 
F.1 Gaya kepemimpinan otoriter 
Gaya kepemimpinan otoriterAdalah gaya pemimpin yang memusatkan 
segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara 
penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si 
pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya 
melaksanakan tugas yang telah diberikan. 
 
 
F.2 Gaya kepemimpinan Demokratis 
Gaya kepemimpinan Demokratis gaya pemimpin yang memberikan 
wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan 
selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya 
kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang 
tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 
F.3 Gaya Kepemimpinan Bebas 
Gaya kepemimpinan ini dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi 
bawahan asyarakatnya dengan metode memberikan keleluasaan kepada 
bawahan seluas – luasnya, metode ini juga dikenal dengan leissez feire atau 
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liberalism. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil 
dimana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan 
penyelesaian masalah yang dihadapi. 
Kemudian dari penelitian sebelumnya ditemukan beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dari seorang kepala daerah. Hal 
tersebut antara lain: 
a. Kemampuan/skill 
b. Motvasi 
c. Pengalaman kerja 
d. Prestasi kerja 
e. Lingkungan kerja 
Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi 
diantara pemimpin dan pengikut atau bawahannya yang menginginkan 
perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Pemaknaan 
kepemimpinan dapat menyangkut aspek yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Kadang – kadang orang menganggap bahwa kepemimpinan 
merupakan seni, yaitu seni mempengaruhi orang lain agar melakukan 
tindakan dan perbuatan yang diinginkan pemimpin. Olehnya itu pemilihan 
gaya kepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi eksternal yang 


























































 Metode Penelitian 
3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Pinrang,  dalam 
satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Pinrang serta element 
pemerintahan dan lapisan masyarakat. Sehingga memungkinkan fenomena 
mengenai kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dapat terlihat 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif 
yang akan memberikan gambaran factual mengenai analisa gaya 
kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 
Pinrang. 
1. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
- Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang 
telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. 
Data primer diperoleh melalui : 
a. Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang 
diteliti  
b. Interview atau wawancara secara mendalam mengenai 
penelitian yang dimaksud. 
- Data Sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui : 
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a. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan 
literature atau buku-buku atau data terkait dengan topic 
penelitian. Ditambah penelusuran data online dengan 
pencarian data melalui internet. 
b. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau 
daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian 
yang di lakukan. 
2. Subjek dan Informan Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah beberapa Perangkat Daerah 
Kabupaten Pinrang, dan dengan metode Purposive Sampling maka 
dipilih informan yang merupakan perangkat kerja daerah yang 
menyangkut perolehan data dalam penelitian ini. Adapun informan 
yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 
1. Sekertaris Daerah Kabupaten Pinrang  
2. Kepala Dinas Pendidikan 
3. Kepala Dinas Kesehatan 
4. Kepala BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) 
5. Masyarakat Kabupaten Pinrang 
 
3.3. Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan 
teknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan 
dianalisi dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik 
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ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-
data yang diperoleh.Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang 
maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil 
penelitian. 
3.4. Definisi operasional 
 Define operasional menurut tatang amin adalah : define yang 
menunjukkan indicator-indikator yang sesuai dengan gejala sehingga 
memudahkan pengukuran. Dengan demikian definisi operasional merupakan 
suatu petunjuk bagi peneliti tentang bagaimana seharusnya suatu variable 
diukur sehingga dapat memudahkan peneliti dalam penelitian. 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk 
memudahkan peneliti dikemukakakan garis besar definisi operasional dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Gaya kepemimpinan bupati di dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di kabupaten pinrang dengan indicator sebagai berikut : 
a. Pengambilan keputusan 
Dalam hal ini sejauh mana kepemimpinan seseorang kepala daerah 
mampu mempengaruhi bawahan untuk ikut serta dalam setiap 
pertemuan yang khususnya berkaitan dengan tugas, transparansi atau 
terbuka menerima saran atau ide dari bawahan berdasarkan 
musyawarah dan mufakat. 
b. Pemberian motivasi 
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Pemberian dukungan moral pada bawahan terhadap suatu kondisi 
yang sedang dialami.Pemberian kesempatan untuk mengembangkan 
pengetahuan keterampilan kepada bawahannya.Memberikan 
pengharagaan kepada bawahannya yang berprestasi, dan 
menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan menarik. 
2. Faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten pinrang dengan 
indicator sebagai berikut : 
a. Kemampuan / skill 
Kemampuan seorang kepala daerah dalalm melakukan terobosan 
yang bersifat kreativtas dan inovatif. 
b. Pengalaman kerja 
Merupakan keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan kerja yang 
diukur dari lamanya seseorang bekerja pada suatu bidang tertentu. 
c. Lingkungan kerja 
Segala sesuatu yang ada disekitar organisasi yang mampu memberi 












4.1. Profil daerah kabupaten Pinrang  
4.1.2. Luas dan batas administrasi 
Tabel 4.1 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut 
Kecamatan Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
 
No KECAMATAN LUAS AREA (km
2)
 KELURAHAN DESA LINGKUNGAN DUSUN 
1 Suppa 74.2 2 8 5 22 
2 Mattiro Sompe 96.99 2 7 4 19 
3 Lanrisang 73.01 1 6 3 16 
4 Mattiro Bulu 132.49 2 7 6 19 
5 Watang sawitto 58.97 8 - 17 
 6 Paleteang 37.29 6 - 14 
 7 Tiroang 77.73 5 - 13 
 8 Patampanua 136.85 4 7 13 19 
9 Cempa 90.3 1 6 2 15 
10 Duampanua 291.86 5 10 10 27 
11 Batulappa 158.99 1 4 4 11 
12 Lembang 733.09 2 14 5 41 
TOTAL 1961.77 39 69 96 
 
189 




Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah  1.967 km persegi, 
memiliki daerah administratif 12 kecamatan dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 
Desa yang meliputi 98 Lingkungan dan 189 Dusun. 
Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut  : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 
 Sebelah Timur berbatasan dengan  Kabupaten Enrekang dan Sidrap 
 Sebelah Barat dengan  Selat Makassar serta Kabupaten Polewali 
Mandar 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare. 
 
4.1.3. Letak dan Kondisi Geografis 
Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota 
Makassar terletak pada koordinat antara  4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang 
Selatan  dan 119º26’30” sampai 119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang 
berada pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur 
lintas darat dari dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di 
Selawesi Selatan, yakni dari arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah 
Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian 







Gambar 4.1  





Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup 
lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut 
hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan 
laut (dpl).Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan 
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laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Kabupaten 
Pinrang terutama pada daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja. 
Klasifikasinya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
- Ketinggian 0 – 100 m dpl 
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar 
terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni 
Kecamatan  Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawtito, Tiroang, 
Patampanua dan Kecamatan Cempa. 
- Ketinggian 100 – 400 m dpl 
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini 
meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, 
dan Kecamatan Paleteang. 
- Ketinggian 400 – 1000 m dpl 
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian 
kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua. 
- Ketinggian di atas 1000 m dpl 
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari 
sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa.  
 
4.1.5. Geologi 
Susunan lapisan Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil 
pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
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1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai mempunyai 
ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan 
kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang 
bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar 
tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-
1,50 meter.  
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun 
trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki 
terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara 
Kota Pinrang, Sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan 
sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan 
Parepare). Kearah Bunging terdapat batu gamping terumbu yang umumnya 
relative sama dengan batuan gunung api. 
3. Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda 
hingga putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten 
Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua. 
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak dibagian Timur 
Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satua 
batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan 
membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter.  
5. Batuan lava bersusun basol  hingga andesit, Satuan batuan ini berbentuk 
lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 
100 meter dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro. 
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6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat 
dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan 
batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal. 
 
4.1.6. Hidrologi 
Di Kabupaten Pinrang, terdapat dua sungai besar yaitu sungai 
Mamasa dan Sungai Saddang, dimana sungai Mamasa sebenarnya masih 
merupakan anak sungai Saddang. Saat ini sungai Mamasa dimanfaatkan 
untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang berlokasi 
di Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang PLTA Teppo di Kecamatan 
Patampanua. PLTA yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di 
Kabupaten Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Sedangkan Sungai Saddang dimanfaatkan untuk 
pengairan pertanian dengan cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang 
juga melayani Kabupaten Sidrap dan sebagian Kabupaten Wajo. 
 
4.1.7. Klimatologi 
Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten 
Pinrang termasuk tipe A dan  B dengan curah hujan terjadi pada bulan 
Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. 
Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai Desember. Kriteria tipe iklim 
menurut Oldeman-Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 
9  bulan, bulan lembab  1 - 2  bulan dan bulan kering 2 - 4  bulan.  Tipe iklim 
menurut klasifikasi   Oldeman - Syarifuddin adalah iklim  B dan C.  Curah 
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hujan tahunan berkisar antara 1073 mm sampai 2910 mm, Evaporasi rata-
rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai  8,7 
mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% 
- 85% 
. 
Berdasarkandata dari Dinas PSDA kabupaten Pinrang dan UPTD 
PSDA Provinsi Bendung Benteng, rata-rata curah hujan di Kabupaten 
Pinrang pada tahun 2010 sebesar 277,42  mm/bulan. Curah hujan terendah 
terjadi pada bulan September yakni sebesar 80 Mm, sedangkan curah hujan 
tertinggi terjadi pada bulan Oktober  yakni sebesar 698 Mm.Banyaknya curah 
hujan tiap bulan di wilayah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2008 sampai 






























2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Januari 264 146 215 103 154 106 
Pebruari 242 233 192 146 122 90 
Maret 295 306 64 88 98 91 
April 130 188 152 108 247 147 
Mei 94 208 167 96 241 155 
Juni 222 115 36 63 153 148 
Juli 143 57 15 70 5 50 
Agustus 199 41 - 32 2 26 
September 80 51 2 17 3 109 
Oktober 698 118 5 241 - 82 
Nopember 571 167 175 74 66 96 
Desember 391 543 228 137 241 129 
Rata-Rata Per 
Bulan 
277,42 181,08 113,73 97,92 111,00 102,42 
 Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pinrang, 2014 
 
4.1.8.  Sistem Perkotaan dan Jaringan Prasarana 
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PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah 
nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan 
struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang 
mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten 
Pinrang. Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan 
dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan 
sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian 
yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.  
Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan 
interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, 
dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang 
didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, 
telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.Rencana struktur ruang 
wilayah nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan di Pinrang meliputi system 
perkotaan, system jaringan transportasi, system jaringan energy, system 
jaringan telekomunikasi dan system jaringan sumber daya air. Sedangkan 
rencana pola ruang di Kabupaten Pinrang mencakup kawasan lindung 
nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan 
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Struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang secara umum diarahkan 
untuk mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Pinrang dan 
mendorong peningkatan intensitas aktivitas ekonomi wilayah, untuk itu dalam 
pengembangannya perlu didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah 
yang terkoneksi secara nasional dan regional. Pengembangan sistem 
prasarana wilayah dilakukan secara berhirarki sesuai dengan interaksi dan 
kebutuhan pengembangan serta potensi yang perlu didorong.Sistem  
prasarana wilayah perlu diupayakan dalam rangka mendorong kegiatan 
ekonomi serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah, khususnya antar 
pusat kegiatan dan aktivitas kegiatan ekonomi di masing-masing satuan 
wilayah pengembangan atau pusat pertumbuhan.  Selanjutnya melalui 
hubungan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan wilayah 
potensial, diharapkan dapat mendorong interaksi simbiosis mutualistis antar 
pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah 
pengembangan/ pusat dan sub pusat pelayanan wilayah.Sistem prasarana 
wilayah yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang 
diarahkan pada pengembangan sistem prasarana wilayah dengan dua pola, 
yaitu: pertama; peningkatan prasarana wilayah untuk melayani tingkat 
kebutuhan saat ini, dan kedua; peningkatan  prasarana wilayah untuk 
mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Pinrang 
melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan, 
dan antar pusat-pusat kegiatan wilayah. 
47 
 
Perencanaan sistem transportasi yang merupakan sistem jaringan 
prasarana utama wilayah di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk mencapai 
tujuan pengembangan wilayah secara lokal, regional dan nasional.  Secara 
lokal, arahan perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut: 
1. Mencapai integrasi antar-kecamatan di Kabupaten Pinrang melalui 
pembenahan sistem jaringan dan sistem pergerakan untuk menyeimbangkan 
aksesibilitas antar-kecamatan.  
2.  Mengatasi persoalan yang terjadi pada interaksi sistem pergerakan  dan 
sistem kegiatan, terutama mengenai kemacetan yang terjadi di titik-titik 
penggantian antarmoda.  
3.  Mendukung  peningkatan produksi pertanian pada sentra-sentra produksi 
tanaman pangan di daerah perdesaan melalui ketersediaan jaringan 
prasarana jalan. 
4. Mengantisipasi pertambahan travel demand dimasa yang akan datang  
melalui pengembangan kuantitas dan kualitas prasarana jaringan jalan. 
Kemudian keterkaitan dengan sistem transportasi regional diarahkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 
1. Mendukung perkembangan ekonomi wilayah yaitu meningkatkan 
kelancaran arus koleksi dan distribusi barang dan jasa dengan pembenahan 
struktur dan fungsi jaringan jalan sesuai dengan rencana struktur pusat 
permukiman dan pelayanan dalam wilayah kabupaten.  Hal ini dicapai melalui 
perencanaan prasarana kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo. 
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2. Mengantisipasi penambahan travel demand pada perbatasan 
antarkota/kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan rute/trayek moda 
angkutan umum. 
Lalu, keterkaitan dengan sistem transportasi nasional diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 
1. Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat pada koridor-koridor jaringan 
jalan arteri primer memanfaatkan peluang tingginya intensitas pergerakan 
pada kawasan tersebut. 
2. Peningkatan aksesibilitas antar PKL Pinrang dengan pusat perkotaan 
lainnya yang ada diluar wilayah Kabupaten Pinrang utamanya dengan PKN.  
4.1.8. Kawasan Budidaya  
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana 
distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi 
rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan 
ruang untuk fungsi budidaya.Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang 
berfungsi : 
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang. 
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang. 
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima 
tahunan untuk dua puluh tahun, dan  




Dalam pengelolaan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Pinrang 
diterapkan azas harmonisasi yaitu menciptakan keseimbangan antara fungsi 
ekologiskawasan dengan manfaat fungsi ekonomis kawasan dalam arti 
melakukan eksplorasi kawasan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, 
dan budaya namun tetap memperhatikan daya dukung lahan sehingga 
ekosistem alami tetap terjaga. 
a. Hutan Produksi Terbtas (HPT) 
Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar di 
wilayah Kecamatan Batulappa, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan 
Duampanua Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Suppa  dengan luas 
keseluruhan adalah 26.435,90 Ha.Hutan produksi terbatas di wilayah 
Kabupaten Pinrang juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS 
Saddang.Untuk meningkatkan kualitas tata air di DAS Saddang ini, maka 
hutan produksi yang ada harus ditingkatkan kualitasnya melalui 
pengembangan vegetasi hutan utamanya tanaman tegakan tinggi yang 
memiliki fungsi kuat sebagai penjaga tata air. 
b. Kawasan Pertanian 
 Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi 
beras di Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu 
(kawasan sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial ± 
44.861 Ha (22,87 % luas wilayah Kabupaten Pinrang).   Jenis komoditi 
tanaman pangan selain padi yang merupakan komoditi unggulan antara lain: 
jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan kedele.  Pada dasarnya  
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persebaran produksi tanaman pangan jenis padi di wilayah Kabupaten 
Pinrang tersebar secara merata di seluruh wilayah, dimana semua wilayah 
kecamatan memiliki areal persawahan yang produktif dengan  sumber 
pengairan dari irigasi teknis.   SedangkanKawasan tanaman pangan lahan 
kering yang merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan 
lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan 
tahunan, pengembangan kegiatannya tersebar merata diseluruh wilayah 
kecamatan dengan luas areal yang diarahkan untuk pengembangan lahan 
kering adalah 30.914  ha. 
   Tabel 4.4 
Arahan Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Lahan Kering 
No Kecamatan 










1 Suppa 1,716 3.83 2503 8.10 
2 Lanrisang 3,714 8.28 1015 3.28 
3 Mattiro Bulu 4,822 10.75 3698 11.96 
4 Mattiro Sompe 3,679 8.20 878 2.84 
5 Paleteang 3,137 6.99 2251 7.28 
6 Tiroang 4,835 10.78 2413 7.81 
7 
Watang 
sawitto 4,033 8.99 834 2.70 
8 Patampanua 4,464 9.95 4394 14.21 
9 Cempa 4,237 9.45 2240 7.25 
10 Duampanua 7,671 17.10 7359 23.81 
11 Batulappa 458 1.02 1798 5.82 
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12 Lembang 2,093 4.67 1530 4.95 
Total 44,861 100.00 30,914 100.00 
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang 
Sedangkan Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ 
perkebunan di wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan pada beberapa 
kawasan potensial pengembangan komoditi tanaman tahunan seperti Kakao, 
Kopi Robusta, Kopi Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa sawit, Jambu Mete, jarak 
dan Kemiri.   
Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman 
perkebunan adalah seluas 24.417  ha, dengan jenis komoditi unggulan 
wilayah berupa Kakao yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dan Kopi 
Robusta yang potensial dikembangkan di wilayah Kecamatan Lembang.  
Komoditi perkebunan lainnya yang banyak dibudidayakan di wilayah 
Kabupaten Pinrang terdiri atas : Kopi Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa Dalam, 
Jambu Mete, dan Kemiri.   Untuk kegiatan perkebunan yang intensif 
diarahkan pada kawasan dengan ketinggian 200 – 400 m dpl,  sementara 
untuk kegiatan perkebunan yang non intensif diarahkan pada areal dengan 
ketingggian > 400 m dpl 
c. Kawasan Perikanan 
 Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten 
Pinrang dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : 1) budidaya 
laut,  2) budidaya payau, dan      3) budidaya air tawar.  Arahan 
pengembangan komoditas perikanan mencakup : a) komoditas perikanan 
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budidaya payau berupa udang windu, bandeng, dan kepiting bakau,   b) 
komoditas perikanan budidaya laut berupa rumput laut, kerapu, dan 
sejenisnya, dan c) komoditas budidaya air tawar berupa ikan karper, ikan 
mas, dan ikan nila.  Pertimbangan arahan pengembangan kegiatan budidaya 
tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang tinggi dan telah berkembang di 
masyarakat, serta pangsa pasarnya cukup prospek.    Dengan 
mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk pengembangan 
budidaya payau di Kabupaten Pinrang, maka sebarannya lebih diarahkan di 
wilayah Kecamatan Duampanua, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan 
Cempa, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, dan Kecamatan Lembang 
dengan total areal seluas ± 13.559 ha.  Jenis komoditi perikanan budidaya 
payau unggulan wilayah Kabupaten Pinrang berupa Udang, Ikan Bandeng 
dan rumput laut. 
Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan 
Selat Makassar yang membentang dari selatan sampai barat kearah laut 
lepas sejauh menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pinrang.   Untuk 
kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pinrang lebih diarahkan pada 
kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, 
terutama persediaan air tawar yang cukup dengan luas areal kolam 
keseluruhan 1.364 ha yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah 
kecamatan. 
d. Kawasan Pariwisata 
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 Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain : 1) 
memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai 
sejarah/budaya lokal dan keindahan alam,  2) mendukung upaya penyediaan 
lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat di wilayah dimana obyek wisata tersebut berada.  Jenis obyek 
wisata yang diusahakan dan dikembangkan dikawasan peruntukan 
pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi 
budaya. Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa 
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha 
pemanfaatan seni bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. Pengembangan 
pariwisata di suatu daerah harus direncanakan dan dikembangkan secara 
ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya 
alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang 
berkelanjutan.  Di wilayah Kabupaten Pinrang kegiatan kepariwisataan 
merupakan salah satu sektor yang perlu digenjot pertumbuhannya melalui  
pengembangan kawasan obyek wisata, mengingat sektor kepariwisataan 
akan mampu menumbuhkembangkan sektor-sektor terkait yang cukup luas 
(multiplier effect).  Adapun rencana pengembangan sektor kepariwisataan  di 
wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, 
dan pariwisata buatan. 
4.1.9. Wilayah Rawan Bencana 
- Potensi Banjir 
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Pinrang adalah salah satu daerah rawan banjir di Sulawesi Selatan, 
Berdasarkan peta rawan banjir, daerah rawan banjir di Pinrang terdapat di 
kecamatan Duampanua dan Kecamatan Suppa.Hal tersebut disebabkan oleh 
posisi geografis Pesisir Kabupaten Pinrang yang berada pada hilir DAS 
Sungai Saddang. 
Genangan air (banjir) yang terjadi secara alami di wilayah daerah 
aliran sungai (DAS) pada dasarnya tidak menjadi permasalahan, seandainya 
wilayah tersebut belum dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Tetapi, jika wilayah DAS telah dimanfaatkan oleh manusia, seperti 
penggunaan lahan untuk pertanian dan pertambakan, lahan permukiman dan 
kegiatan-kegiatan peruntukan lainnya, maka genangan tersebut dianggap 
merugikan dan mengancam kehidupan. 
Bencana alam geologi yang rutin terjadi di Kabupaten Pinrang  adalah 
banjir di Desa Katemporang, Paria, Bababinanga dan Salipolo Kecamatam 
Cempa dan tanah longsor sepanjang jalan  dari Kampung Lome sampai 
dengan Kampung Batri dengan jarak kurang lebih 250 meter. Daerah ini 
merupakan daerah yang sangat relatif rendah  dan menjadi  jalur 
pembuangan air dari sungai saddang saat ini air meluap khususnya  pada 
musim hujan lebat. 
- Longsor  
Tanah longsor pada umumnya terjadi di daerah pegunungan seperti 
daerah lemosusu, Karawa, dan Bakaru. Tanah longsor di Kabupaten Pinrang 
terjadi karena adanya kontrol topografi yang sangat curam, pengaruh 
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kemiringan lereng, adanya jenis batuan yang mudah lapuk (Tufa Breksi 
Vulkanik), tingkat pelapukan tinggi, jalur struktur geologi, hujan lebat dan 
struktur manusia. 
 
- Abrasi dan Sedimentasi Pantai 
Wilayah pesisir Pinrang pada umumnya memiliki karakteristik material 
lempung berpasir.Jenis material tersebut sangat rentang terbawa oleh 
aktivitas gelombang dan arus laut. Secara sederhana proses pantai 
disebabkan oleh angin dan air yang bergerak dari suatu tempat ke tempat 
lain, mengikis tanah dan kemudian mengendapkannya di suatu tempat 
secara kontinu. Proses pergerakan gelombang datang pada pantai secara 
esensial berupa osilasi. Angin yang menuju ke pantai secara bersamaan 
gerak gelombang yang menuju pantai berpasir secara tidak langsung 
mengakibatkan pergesekan antara gelombang dan dasar laut, sehingga 
terjadi gelombang pecah dan membentuk turbulensi yang kemudian 
membawa material disekitar pantai termasuk yang mengakibatkan pengikisan 











Lokasi Rawan Abrasi dan Sedimentasi 
 
Abrasi dan Sedimentasi Keterangan 
Kecamatan Suppa Desa Lero & Desa 
Tasiwalie 
Sekitar Muara Sungai 
Kecamatan 
Lanrisang 





Kel. Langnga & Kel.  
Pallameang 
 
  Sumber : Hasil Survey Tahun 2010 
 
4.1.9. Demografi 
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 351.300 jiwa pada Tahun 2013 
(Data BPS 2013), terdiri dari laki-laki sebanyak 175.100 jiwa (48,47 %) dan 
perempuan sebanyak 186.200 jiwa (51,53 %). Jumlah ini meningkat 0,35 % 
dibandingkan Tahun 2012, di mana pada Tahun 2012 jumlah penduduk 
Kabupaten Pinrang mencapai lk 360.019 jiwa, terdiri atas : laki-laki 174.667 
jiwa (48,52 %) dan perempuan 185.352 jiwa (51,48 %).Jika dilihat dari 
komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2012,jumlah 
penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) mencapai 62,91 %,jumlah 
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penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) mencapai 37,09 % dan jumlah 
penduduk kelompok umur tua (65 Tahun ke atas) mencapai 5,35 %. 
Tabel 2.15 
Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang 


























104.055 104.779 217.996 61,47 104.055 104.779 217.996 61,47 
3 Tua (65+) 9.162 21.845 21.845 6,16 9.162 21.845 21.845 6,16 
Jumlah 171.272 172.047 182.605 354.652 100 182.605 354.652 100 
%         
LPP (%) 0,36     0,36 
Dependency Ratio (%) 69,82     69,82 
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 181     181 
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2011 – 2012 
Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban 
ketergantungan (dependency ratio) sebesar 62,09 %, ini artinya pada setiap 
100 penduduk produktif harus menanggung lk. 63 orang penduduk tidak 
58 
 
produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, dependency ratio pada 
tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 6,92 poin, sedangkan 
dependency ratio pada tahun 2011 sebesar 69,82 %. Angka Ketergantungan 
(dependency ratio) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun 
mendatang, dengan meningkatkan Daya saing dan Sumber Daya Manusia 
Masyarakat Kabupaten Pinrang. 
Secara perbandingan wilayah, Kabupaten Pinrang memiliki potensi 
wilayah yang luas mencapai 196.177 ha atau 1961,77 km2, sehingga rata-
rata kepadatan penduduknya adalah 184 jiwa/km2. Artinya secara rata-rata 
terdapat 184 orang yang menghuni 1 km2daerah. Bila dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Tahun 2011 meningkat sebesar 3 
jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk Tahun 2010 mencapai 180 
jiwa/km2. Kenaikan setiap tahun bertambah seiring dengan pertambahan 
penduduk setiap tahun, sedangkan jumlah lahan tidak berubah.Jika dilihat 
per wilayah, urutan 3 terbanyak jumlah penduduk paling banyak yang tercatat 
berada di Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, dan 
Kecamatan Paleteang, sedangkan jumlah penduduk terkecil yang tercatat 
berada di Kecamatan Batulappa. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduk 
suatu wilayah (jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah daerah masing-
masing), maka Kecamatan Paleteang dan Watang Sawitto menjadi 
kecamatan yang paling padat di Kabupaten Pinrang, sedangkan kecamatan 




Berikut jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 
2011 di Kabupaten Pinrang. 
Tabel 2.16 
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan 
di Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2012 
 
NO Kecamatan 









1 Suppa 14.861 15.848 30.709 74,20 414 
2 Mattiro Sompe 13.226  14.176  27.402  96,99  283 
3 Lanrisang 8.091  8.993 17.084 73,01  234 




25.757 26.881 52.638  58,97 893 
6 Paleteang 18.598  19.323  37.921 37,29 1.017 
7 Tiroang 10.360  10.800  21.160  77,73  272 
8 Patampanua 15.349 16.330 31.679  136,85  231 
9 Cempa 8.391 8.912 17.303  90,30  192 
10 Duampanua 21.124  22.758  43.882    291,86  150 
12 Batulappa 4.712  4.962  9.674    158,99  61 


















4.2 Gaya Kepemiminan Bupati Pinrang dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah di kabupaten Pinrang 
Kepemimpinan merupakan fokus dari kelompok, sehingga pemimpin 
merupakan subjek yang memotori suatu kelompok. Pemimpin menjadi pusat 
perhatian dan segala sumber yang menentukan segala sesuatu dari 
kelompok tersebut. Oleh karena itu seringkali pusat perhatian kelompok akan 
tertuju kepada pemimpin.. ambar teguh sulistiawati (2008) mengemukakan 
bahwa: “Pemimpin merupakan pribadi yang mempengaruhi, atinya pemimpin 
tersebut memiliki watak /karakter yang menjadi cerminan pribadian” 
 
Dalam hal ini pemimpin merupakan tokoh yang sangat urget dalam 
suatu organisasi, bisa dikatakan bahwa kemajuan organisasi dapat 
dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola 
organisasi. 
Jika dilihat dari hirarki kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, 
kepala daerah ( gubernur, bupati, walikota ) berdasarkan pada kepemimpinan  
tingkat menengah, karena diatasnya terdapat kepemimpinan yang 
dijalankanoleh presiden dan pembantunya, dan dibawahnya terdapat 
kepemimpinan yang dijalankan oleh camat dan lurah/kepala desa. Para 
pemimpin pemerintahan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas 
penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-
masing, sekaligus mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya 
kepada pejabat yang berwenang sesuai hirarki kepemimpinan tersebut. 
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J. kaloh dalam bukunya kepemimpinan kepala daerah (2009) 
mengemukakan bahwa: 
“kepemimpinan itulah yang berperan sebagai motor, pelopor, kreator, 
dan innovator pemikiran, perencanan, perumusan, implementasi, 
evaluasi, dan pengendalian berbgai kebijakan dalam rangka 
pencapaian tujuan nasional” 
Berangkat dari hal tersebut maka dapat diartikan bahwa peranan 
kepemimpinan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap 
penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah di Indonesia. Salah satu 
karakteristik yang dimiliki oleh kepala daerah adalah tanggap terhadap 
kondisi politik, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat, serta 
tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. 
Sebagaimana kepala daerah H.A.Aslam patonangi di hadapkan pada 
berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin organisasi pemerintahan 
daerah. Keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah antara 
lain mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai 
suatu peradigma baru, yang didukukng oleh kualitas sumber daya aparatur 
yang prima, sumber alam, dan sumber keuangan, serta sarana dan 
prasarana yang memadai, yang mampu meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan dan kedhidupan masyarakat melalui program dan strategi 
pelayanan dan pemberdayaan. 
Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, tentunya setiap 
kepala daerah memiliki  gaya kepemimpinan yang digunakan dalam 
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memimpin daerahnya. Penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat tentunya 
akan membawa kemajuan bagi masyarakat yang ada di daerah. Karena 
setiap gaya kepemimpinan berdampak pada system penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
Menyadari hal tersebut, kepala daerah, Bapak H.A.Aslam Patonangi 
selaku kepala daerah dan sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan di 
daerah, dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan 
kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja 
bawahannya. Disamping itu, juga mampu menggerakkan masyarakat untuk 
berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta menjadi 
fasilitator dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan demi 
terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di daerah. 
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah didtetapkan 
sebelumnya, maka penulis, akan menganalisis mengenai gaya 
kepemimpinan yang digunakan oleh bupati Pinrang dalam penyelenggaraan 
pemerintahan sera faktor yang mempengaruhinya.  
 
Gaya merupakan mode seseorang yang selalu nampak dan menjadi 
ciri khas orang tersebut. Begitupun dengan gaya kepemimpinan seorang 
kepala daerah, hal tersebut menjadi karakter di dalam masyarakat dalam 
menjalankan pemerintahannya. Bapak H.A.Aslam Patonangi  yang 
mempunyai latar belakang sebagai pejabat pemerintahan  atau mantan 
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camat di kecamatan Watang Sawitto yang selanjutnya terpilih menjadi kepala 
daerah pada periode 2009 – 2014 dan terpilih kembali menjadi bupati pada 
periode 2014 - 2019  tentulah mempunyai gaya dalam memimpin, selain 
gaya kepemimpinan ada karakter tersendiri dari bupati pinrang dua periode 
ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Adapun 
gaya dan karakter kepemimpinannya adalah sebagai berikut : 
 
4.2.1 Gaya Demokratis 
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh 
oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi.  Bupati Pinrang dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Gaya 
kepemimpinan demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang dikenal pula 
sebagai gaya partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi 
yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan 
lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh 
lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Pendekatan tidak berarti 
para pemimpin tidak membuat keputusan, tetapi justru seharusnya 
memahami terlebih dahulu apakah yang menjadi sasaran organisasi 
sehingga mereka dapat mempergunakan pengetahuan para anggotanya. 
 Ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis yaitu : 
1. Wewenang pimpinan tidak mutlak 
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keputusan pimpinan bisa dipengaruhi oleh masukan dari bawahan, 
bukan sebagai bentuk interferensi, dalam hal ini lebih ditekankan dari asas 
musy awarah. 
2. Pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan 
 Tidak semua keputusan bergantung pada pimpinan semata. Bawahan 
memiliki wewenang untuk membuat keputusan, namun masih berada dalam 
batas sewajarnya 
3.  Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan 
Setiap keputusan yang diambil tidak hanya berasal dari pimpinan 
mutlak, namun telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama 
bawahannya 
- Kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan 
-  Komunikasi berlangsung timbal balik (resiprokal) 
4. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan berlangsung dengan baik, 
tanpa adanya rasa takut atau canggung karena jabatan 
5. Pengawasan dilakukan secara wajar 
 Pemimpin tidak melakukan pengawasan kegiatan secara over atau 
over protective, sehingga tidak ada tekanan pada bawahan saat melakukan 
kegiatannya, bawahan pun menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan 
atasannya 
6.Prakarsa datang dari pimpinan maupun bawahan 
    Pemrakarsa dari suatu kegiatan yang bermanfaat bagi organisasi 
tersebut tidak hanya berasal dari pimpinan, bawahan pun diberikan hak 
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yang seluas-luasnya untuk memprakarsai sesuatu yang berdampak positif 
bagi organisasi tersebut 
-  Banyak kesempatan bagi bawahan untuk mengeluarkan 
pendapat 
-  Bawahan bebas untuk berpendapat sesuai dengan asas 
demokrasi 
7.  Tugas diberikan bersifat permintaan 
    Tugas yang diberikan pimpinan bisa berasal dari permintaan 
bawahan yang tentunya berdampak positif bagi organisasi tersebut 
 
8. Pujian dan kritik seimbang 
    Pimpinan dan bawahan tidak selalu saling memuji atau mengkritik, 
kedua-duanya berjalan seimbang sesuai dengan kebutuhan organisasi 
tersebut 
- Pimpinan mendorong prestasi bawahan 
-  Kesetiaan bawahan secara wajar 
9.  Bawahan tidak bersifat sebagai budak yang selalu manut pada 
atasannya, namun bawahan tetap memiliki rasa hormat yang tinggi pada 
atasannya 
-  Memperhatikan perasaan bawahan 
10.  Pemimpin bersikap mengayomi kepada bawahan, sehingga pemimpin 
mengerti apa masalah yang ada pada bawahan, sehingga pemimpin 
bisa mengambil kebijakan dengan segera 
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11. Suasana saling percaya, menghormati dan menghargai 
12.  Tanggung jawab dipikul bersama,  Kelebihan yang paling utama, yaitu 
saling bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi 
 Bapak  H.A.Aslam Patonangi merupakan bupati pinrang yang 
mempunyai gaya kepemimpinan demokratis  Hal tersebut disampaikan oleh 
Kadispora Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa :  
 “gaya kepemimpinan bupati pinrang bisa dimasukkan sebagai 
kepemimpinan demokratis contohnya yaitu dalam proses kepemimpinan 
bapak bupati langsung terjun langsung kelokasi untuk melihat bagaiamana 
kondisi daerahnya kemudian ketika ada permasalahan yang harus di 
seleaikan  beliau langsung mengkordinasikan kepada SKPD yang terkait dan 
meminta masukan-masukan untuk selanjutnya mendapatkan pemecahan 
masalah yang tepat.” (wawancara 8 April 2015) 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Heriawan 
selaku tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Watangsawitto yang 
mengatakan bahwa : 
“Bapak H.A.Aslam Patonangi memiliki sikap kepemimpinan yang demokratis 
karena beliau selalu terjun langsung ke masyarakatnya guna menampung 
aspirasi masyarakat  untuk selanjutnya dijadikan program dalam 
penyelenggraan pemerintahan khususnya di kabupaten pinrang ini.” 
(wawancara 10 April 2015) 
 
hal tersebut dipertegas oleh Sekertaris daerah kabupaten pinrang 
bahwa: 
 
Bapak bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah beliu 
sangat memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat maupun 
bawahan atau SKPD yang ada dan ketika mengambil sebuah kebijakan 
tentunya beliau memperhatikan kebutuhan atau kesepakatan yang di 
inginkan oleh mereka yang merasakan kebijakan tersebut. (wawancara 9 
april 2015) 
Dari wawancara di atas Penulis melihat bahwa bupati pinrang lebih 
banyak menekankan partispasi bawahan atau orang yang dipimpinnya dalam 
menentukan suatu keputusan. Para bawahan diberikan kesempatan untuk 
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menentukan apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Gaya 
kepemimpinan in berasumsi bahwa pikiran pendapat orang banyak jauh lebih 
baik daripada pendapat diri sendiri, selain itu akan berdampak pada 
tanggungjawab pelaksanaannya. Pemimpin yang demokratik biasanya 
memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai 
unsur dan komponen organisasi. Pemimpin menempatkan dirinya sebagai 
pengontrol, pengatur dan pengawas dari organisasi tersebut dengan tidak 
menghalangi hak-hak bawahannya untuk berpendapat. Dia juga berfungsi 
sebagai penghubung antar departemen dalam suatu organisasi.  
Organisasi yang dibuat dengan teori demokratis ini pun memiliki suatu 
kelebihan, dimana setiap tugas dan wewenang dari pengurus organisasi 
tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga jelas bagian-bagian tugas dari 
masing-masing pengurus, yang mana nantinya tidak akan terjadi campur 
tangan antar bagian dalam organisasi tersebut. Pembagian tugas ini juga 
sangat efisien dan efektif bila diterapkan dalam suatu organisasi dimana 
tujuan utama dari organisasi adalah tercapainya tujuan dan kepentingan 
bersama. 
Selain dapat menampung aspirasi bawahan dan masyarakat, bupati 
pinrang dua periode ini selalu turun ke lapangan untuk memperhatikan 
kuluhan dari masyarakat, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akram yang 
merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan 
Watangsawitto yang mengatakan bahwa : 
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“Bapak  H.A.Aslam Patonangi selama menjadi Bupati Kabupaten Pinrang 
selalu memperhatikan keluhan dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya serta selalu terjun langsung ke lapangan untuk mendengar 
setiap masalah yang dialami masyarakatnya. (wawancara 10 April 2015) 
 
kepala dinas kesehatan dalam wawancara juga mengatakan bahwa: 
 
dalam masa jabatan yang di jalani bapak bupati senantiasa memperhatikan 
kondisi masyarakatnya misalnya saja dalam bidang kesehatan bapak bupati 
memberikan instruksi agar pelayanan kesehatan dapat di jangkau oleh 
masyarakat pelosok tanpa perlu jauh berobat ke pusat kota (wawancara 13 
april 2013) 
 
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak H.A.Aslam 
Patonangi dikenal sebagai pemimpin yang demokratis karena selama masa 
kepemimpinannya, selalu mengedepankan sikap demokratis yang terjun 
langsung kelapangan untuk mendengar setiap permasalahan yang dialami 
masyarakatnya dan selalu mencari jalan keluar dari setiap permasalahan 
tersebut.  
Berdasarkaan beberapa hasil wawancara telah diketahui bahwa gaya 
kepemimpinan bupati pinrang adalah “demokratis”,gaya demokratis ini 
tentunya di dukung oleh indikator- indikator peneyelengaraan pemerintahan 
yang demokratis, adapun indikatornya adalah sebagai beikut :  
4.2.2.1.  Pemberian motivasi 
Motivasi sebagai suatu keadaan dalam diri pribadi seseorang yang 
mempunyai energi, aktifitas atau daya gerak yang secara langsung 
menyalurkan perilaku terhadap tujuan. Menurut Ambar teguh sulistiawaty 
(2008), motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kepada 
69 
 
organisasi  sehngga mereka mau bekerja dengn penuh kesungguhan demi 
tercapainya suatu tujuan organisasi 
Memotivasi merupakan tugas pimpinan dalam hal ini adalah Kepala 
Daerah, tujuannya agar semua staf bawahannya dapat melakukan pekerjaan 
dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Lebih lanjut Ambar teguh 
mengemukakan tujuan pemimpin untuk memberi motivasi, antara lain: 
a. Mengusahakan agar tujuan yang telah ditetapkan sesuai apa yang ada 
di dalam diri seseorang.  
b. Meengusahakan agar perbuatan atau tindakan yang diharapkan untuk 
dilakukan tersebut sama dengan kemampuan seseorang. 
c. Jika tujuan organisasi tidak sama dengan apa yang ada dalam motif 
seseorang maka pimpinan akan sulit untuk memotivasi . 
d. Jika perbuatan, tindakan yang harus dilakukan tidak didukung oleh 
kemampuan yang sebanding maka pimpinan akan sulit memotivasi. 
 Bupati Pinrang dalam penyelenggaraan pemerintahannya  selalu 
memberikan motivasi kepada bawahannya,dapat dilihat dari 3 aspek yaitu: 
1. Apresiasi, yaitu kemampuan kepala daerah untuk memberikan 
penghargaan kepada setiap prestasi yang dicapai oleh staf atau 
bawahan bahkan masyarakat. 
2. Bimbingan, yaitu kemampuan kepala daerah dalam memberikan 
bimbingan kepada staf,bawahan atau masyarakat. 
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3.  Empati, yaitu kemapuan kepala daerah dalam memberikan dukungan 
moral kepada syaf, bawahan atau masyarakat yang mengalami 
musibah. 
Hal tersebut di ungkapkan oleh salah satu kepala dinas yaitu 
Kadispora Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa : 
“Dalam masa pemerintahan Bapak Bupati sering memberikan 
penghargaan-penghargaan atau isentiif demi menumbuhkan motivasi 
kerja bagi bawahannya. Contonya saja, dalam sektor pendidikan untuk 
mencapai nilai keagamaan bapak bupati memberikan  insentif kepada 
guru-guru agama untuk membangun nilai’ religius di bidang 
pendidikan.” (wawancara, 8 April 2015) 
 
Dari pernyataan Kadispora tersebut menunjukkan bahwa Bapak  
H.A.Aslam Patonangi sebagai Bupati Pinrang dalam pemberian motivasi 
terhadap bawahannya telah melakukan berbagai kebijakan salah satunya 
yaitu pemberian intensif terhadap guru agama guna membangun nilai religius 
di bidang pendidikan.  Selain itu, hal lain yang dilakukan oleh Bapak 
H.A.Aslam Patonangi  dalam pemberian motivasi adalah memberikan pujian 
atas prestasi yang telah dicapai oleh staf atau bawahannya seperti dalam 
kedisiplinan kehadirannya. Seperti yang disampaikan oleh   Sekretaris 
Daerah Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa : 
“ Bapak Bupati biasa memberikan pujian  atas prestasi yang telah 
ducapai oleh bawahannya serta memberikan semangat dalam 
menjalankan pekerjaan sebagai pelayan masyarakat demi 
maksimalnya kinerja dan untuk memotivasi kedisiplinan kehadiran.” 
(wawancara, 9 April 2015) 
Dari wawancara di atas penulis melihat bahwa bupati pinrang biasa 
memberikan motivasi kepada staf atau bawahannya agar mereka mau 
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bekerja lebih giat dan penuh tanggung jawab. Sebenarnya ini merupakan hal 
yang cukup sulit Karena hampir dikatakan abstrak dan tidak dapat berlaku 
secara universal pada setiap staf dalam birokrasi pemerintahan. Suatu 
perlakuan tertentu yang berhasil meningkatkan motivasi seseorang pada 
waktu tertentu belum tentu berhasil apabila diterapkan kepada pada tempat 
dan waktu yang berbeda. Hal ini diakibatkan karena beragamnya kebutuhan 
individu dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Seorang pegawai atau 
staf berkeinginan bekerja atau melakukan tindakan tertentu disebabkan 
karena adanya dorongan yang muncul dalam dirinya, yang tentunya 
dorongan tersebut dapat berasal dari pemimpin atau atasan. 
seorang pemimpin akan berhasil memberikan motivasi tinggi kepada 
bawahannya apabila ia mengenal tingkat kebutuhan bawahannya. Artinya 
memang antara bupati dan stafnya harus saling memahami karakter antara 
satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut Harbani pasollong mengemukakan 
alat-alat motivasi tersebut, antara lain: 
1. Material insentif, yaitu motivasi yang bersifat imbalan prestasi yang 
diberikan oleh karyawan. Seperti uang dan barang-barang. 
2. Non material insentif, yaitu alat perangsang yang diberikan kepada 
pegawai yang bukan berupa materi. Seperti penghargaan, bintang jasa, 
perlakuan yang baik. 
72 
 
Hal tersebut  tentunya dapat memotivasi staf atau pegawai agar dapat hadir 
tepat waktu, berada dikantor selama jam kerja, dan pulag kantor tepat waktu, 
karena konsekwensinya juga dapat berpengaruh kepada mereka sendiri. 
4.2.3 Pengambilan Keputusan 
Salah satu tugas dari seorang pemimpin adalah mengambil 
keputusan. Dapat diartikan bahwa efektifitas seorang pemimpin yang 
menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan tidak terlalu bergantung 
pada keterampilan melakukan kegiatan-kegiatan teknis akan tetapi dapat 
tergantung terhadap kemmpuannya dalam mengambil keputusan. Harbani 
pasollong (2013) mengemukakan bahwa : 
“salah satu sayarat kepemimpinan birokrasi yang harus di penuhi oleh setiap 
orang yang menduduki jabatan dalam birokrasi harus berani mengambil 
keputusan yang efektif, rasional, dan pemimpin harus berani memikul atas 
dampak atau resiko yang muncul sebgi konsekwensi daripada keputusan 
yang diambilnya.”12 
Pada  dasarnya pengambilan keputusan adalah merupakan tahap-
tahap yang harus dilakukan atau digunakan untuk membuat keputusan. 
Begitu pula dalam tatanan pemerinthan daerah, bupati atau kepala daerah 
dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang baik dlam segala hal yang 
dihadapinya, baik untuk sebuah masalah atau sebuah kebijakan.  
Menurut Harbani Pasollong (2013). Ada beberapa dasar-dasar dalam 
pengambilan keputusan. Diantaranya:  
                                                 
12
 Pasollong Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung. Alfabeta. Hal 167 
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1. Insting, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan 
berdasarkan atas insting yang bersifat subjektif, sehingga mudah 
terkena oleh beberapa pengaruh. 
2.  Pengalaman, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan 
berdasarkan pada pengalaman. Karena pengalaman seseorang dapat 
memprediksi keadaan sesuatu berdasarkan pengalaman yang telah 
dialami. 
3. Fakta, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta. 
Keputusan yang didasarkan pada fakta dapat melahirkan keputusan 
yang baik, karena dengan fakta maka tingkat kepercayaan terhadap 
pengambil keputusan dapat lebih tinggi. 
4. Wewenang, yaitu pengambilan keputusa yang didasarkan pada 
wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinanterhadap bawahannya atau 
orang yang lebih tinggi jabatannya kepada orang yang lebih rendah 
kedudukannya. 
5. Rasional, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan rasionalitas. 
Keputusan yang bersifat objektif dan logis sehingga dapat dikatakan 
keputusan yang dihasilkan mendekati kebenaran atau sesuai dengan 
apa yang diharapkan.13 
Pada dasarnya, Keputusan merupakan hasil pemecahan masalah 
yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang 
                                                 
13
  Ibid. Hal 161 
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pasti terhadap suatu pernyataan. Keputusan harus menjawab pertanyaan 
tentang apa yang dibicarakan dalah hubungannya dengan perencanaan. 
Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang 
menyimpang dari rencana semula. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat 
diperoleh dari semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana mau 
menaati ketentuan yang ada, maka tidak sama dengan mentaati perintah. 
Bisa dikatakan bahwa keputusan adalah sebuah pilihan dari seorang 
pemimpin. Baik hal tersebut merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang 
ada. 
Beban tugas begitu banyak dan kompleks, menyebabkan para kepala 
daerah sering diperhadapkan pada masalah-masalah pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan yang rumit dan sulit dipecahkan. 
Masalah-masalah tersebut yang sering menjadi beban pikiran seorang 
pemimpin.  
Dalam menjalankan pemerintahannya, Bapak H.A.Aslam patonangi 
menghindari hal tersebut dengan mengambil keputusan yang terbaik dalam 
setiap permsalahan yang ada. Tentunya dengan selalu membuka ruang 
kepada semua SKPD terkait untuk memberikan usulan atau ide di jadikan 
pertimbangan untuk beliau. Dan ketika ada masalah sulit beliau pecahkan, 
terkadang beliau selalu berkonsultasi kepada pihak-pihak yang di anggap 
berkompoten untuk memecahkan hal tersebut. 
Dalam mengambil suatu keputusan Bupati Pinrang selalu menjaga 
hubungan komunikasi yang baik antar bawahannya atau jajarannya sehingga 
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ketika terdpat permasalahan, dapat diatasi dengan baik tanpa mengganggu 
proses kerja yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Kadispora Kabupaten 
Pinrang yang mengatakan bahwa : 
“ Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah koordinasi bupati antara 
SKPD dapat dikatakan cukup baik seperti yang dikatan kepala dinas 
pendidikan dan olah raga bapak H.A.rudi bahwa selama kepemimpinan 
bapak bupati setiap tugas atau perintah yang di berikan tidak pernah 
mengalami permasalahan yang mendalam meskipun ada masalah itu bisa di 
selesaikan dengan baik hal itu dipengaruhi oleh hubungan komunikasi bapak 
bupati dengan bawahan atau jajarannya terjalin dengan baik maka dari itu 
setiap masalah bisa di atasi tanpa mengganggu proses kerja bapak bupati 
dan para skpd yang ada di kabupaten pinrang.” ( wawancara 8 April 2015) 
Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala BP2T yang mengatakan 
bahwa : 
“Dalam membangun komunikasi dengan SKPD berjalan cukup baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan  karena pimpinan dan bawahan haruslah 
berkordinasi dengan baik. Perilaku bupati dalam memimpin cukup bijak baik 
dan sederhana.” (wawancara 9 April 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik suatu 
pernyataan bahwa dalam memimpin kabupaten pinrang H.A. Aslam patolangi 
kerapkali menjalin komunkasi yang intens kepada pihak terkait dalam 
pengambilan keputusan sehingga permasalahan yang muncul bisa 
termininimlisir karena hubungan komuninikasi dengan bawahannya atau 
jajarannya terjalin dengan baik 
Selain menjalin hubungan komunikasi yang baik, Bapak Bupati 
Pinrang dikenal tegas dalam kepemimpinannya khususnya dalam 
pengambilan keputusan dalam masyarakat. Hal tersesbut sesuai dengan 
yang disampaikan oleh Kapala BP2T yang mengatakan bahwa : 
“Kepemimpinan yaitu bagaimana kemmpuan mengatur pemerintahan dengan 
baik untuk penyelenggaraan pemerintahan, kepemimpinan yang idel yaitu 
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bagaimana dia peduli kepada masyarakat, menciptakan kondusif, aman dan 
nyaman  tanpa ada tekanan maupun dari luar atau dari dalam  itu sendiri. 
Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh bapak bupati  yaitu cepat tegas 
dalam merespon suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
beliau jg cukup bijaksana , cerdas kemudian beliau jg mendengar aspirasi 
dari bawah untuk di tindak lanjuti sebagai mana mestinya agar semua 
kebutuhan masyarakat dalam semua elemen dapat tercapai sehingga dari itu 
bisa dilihat sekarang dari gaya kepemimpinan beliau pembangun dan 
pertumbuhan ekonomi bisa kita nikmati”          ( wawancara 9 April 2015) 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat melihat bahwa dalam 
mengambil suatu keputusan, bapak bupati pinrang selalu mendengar aspirasi 
dari bawahannya serta orang yang dipimpinya sehingga selama beliau yang 
memimpin kebutuhan dari masyarakat bisa terpenuhi seperti pertumbuhan 
dan pembangunan  ekonomi  yang bisa mereka rasakan dengan baik 
Disamping mendengar aspirasi dari masyarakat dalam mengambil 
keputusan bupati pinrang juga tegas dalam menegakkan aturan yang ada,  
Hal tersebut dipertegas  oleh Bapak Andi Junaedi selaku tokoh masyarakat 
dari Kecamatan Lanrisang yang mengatakan bahwa : 
“Bapak Bupati dalam mengambil setiap keputusan sangat tegas serta tidak 
adanya toleransi yang diberikan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 
staff maupun masyarakatnya.” (wawancara 6 April 2015) 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Supriadi selaku tokoh 
masyarakat dari Kecamatan Lanrisang yang mengatakan bahwa : 
“setiap pelanggaran yang ditemukan oleh Bapak Bupati baik itu disengaja 
maupun tidak yang disengaja yang dilakukan oleh masyarakat selalu diberi 
sanksi yang tegas dari Bapak Bupati.” (wawancara 6 April 2015) 
Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa bupati pinrang dalam 
memimpin mempunyai karakter yang tegas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di kabupaten pinrang dan penulis berpendapat bahwa memang 
Seorang pemimpin selalu dituntut agar mampu tegas dalam mengambil 
77 
 
keputusan  disamping ketegasannya juga dituntut untuk cepat dan tepat 
dalam pengambilan keputusan. Karena terkadang ada permasalahan yang 
kondisinya sangat mendesak untuk di selesaikan.  
 
 
4.3. Fakto-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Bupati 
Pinrang 
Pada dasarnya suatu tata pemerintahan daerah selalu dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Begitupun dengan gaya kepemimpinan kepala daerah 
yang selalu dipengaruhi oleh banyak hal dalam menjalankan 
pemerintahannya. Bupati atau kepala daerah merupakan orang yang selalu 
menjadi fokus oleh semua staf-staf yang ada diberbagai instansi. Olehnya itu 
seorang bupati atau kepala daerah selalu dituntut agar mampu menjadi 
pemimpin yang terampil mempengaruhi bawahannya dalam memberikan 
pelayanan kepada masyrakat. 
Bapak H.A.Aslam patonangi yang merupakan Bupati atau kepala 
daerah di Kabupaten Pinrang berupaya menjalankan pemerintahan sebaik-
baiknya  dengan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat 
serta mencanangkan beberapa prograng yang dianggap mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kabupaten pinrang. 
Dalam memimpin Kabupaten pinrang, Bapak H.A.Aslam patonangi 
selalu berupaya untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai 
dengan kondisi daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya 
78 
 
kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah di Kabupaten 
Pinrang. Hal tersebut diperoleh oleh beberapa SKPD dan masyarakat yang 
nota bene adalah orang yang sering berinteraksi dengan bapak H.A.Aslam 
patonangi untuk persoalan pemerintahan.  
 
4.3.1 Kemampuan/Skill 
Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang baik tentang 
kepemimpinan dan ilmu tentang ruang lingkup kerja profesinya yang terdiri 
dari pengetahuan kognitif maupun skill/keterampilan. Seorang pemimpin 
akan dihadapkan pada situasi tertentu dimana dia harus mengambil 
keputusan yang tepat dalam menyelasaikan masalah. Dasar untuk 
pengambilan keputusan yang tepat adalah pengetahuan dan kemampuan 
berpikir kritis yang dimiliki. 
Bapak H.A.Aslam Patonangi  sebagai Bupati Pinrang dikenal sebagai 
pemimpin yang cerdas, yang mampu membawa Kabupaten Pinrang kea rah 
yang lebih baik, seperti yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Hal 
tersebut disampaikan oleh Kadispora Kabupaten Pinrang yang mengatakan 
bahwa : 
”kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu mendorong 
semua dinas dan lembaga’ pemerintahan bagaimana membangun sektor’ 
yang mampu membawa pinrang lebih baik dalam bidang pendidikan selama 
kepemimpinan beliau membangun  beberapa sekolah dan mengadakan kelas 
jauh untuk daerah yang sulit dijangkau atau yang mempunyai jarak yang 
cukup jauh dari pemukiman penduduk kesekolah itu dilakukan untuk 
mengurangi angka putus sekeloh selain dari itu untuk meningkatkan  atau 
membangun semangat anak-anak dalam menuntut ilmu bapak bupati melalui 
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dinas pendidikan memberikan buku tulis geratis untuk semua anak SD yang 
ada di kabupaten pinrang.”( wawancara 8 April 2015) 
 
Prestasi lain yang dilakukan oleh Bapak H.A.Aslam Patonangi  untuk 
kabupaten Pinrang adalah manjadikan Kabupaten Pinrang sebagai satu-
satunya daerah yang menyatukan pelayan public yang mempermudah 
masyarakat  dalam mengurus ktp atau perizinan tatkala pentingnya beliau 
dalam membangun PTSP  menjadi PTSP terbaik dan menjadi percontohan 
dan mendapat pengaharkaan INVESMENT AWARD  dua kali berturut-turut 
yaitu pada tahun 2013 dan 2014 selain itu animo para calon investor sangat 
tinggi karena di kabupaten pinrang di sediakan paket investasi sehingga para 
calon investor berlombalomba untuk masuk. Seperti yang disampaikan oleh 
kepala BP2T yang mengatakan bahwa : 
“selain dari itu orang’ dari luar cukup merespon untuk masuk ke kabupaten 
pinrang itu semua akibat dari kepemimpinan beliau, dalam penyelenggaraan 
pemerintahan bapak bupati kepada skpd yang ada dalam memberikan 
perintah sangatlah terkordinasi dengan baik itu bisa dilihat dalam perintah’ 
beliau tdak pernah ada yang mempersulit para skpd yang ada, kurang lebih 
5tahun ibu h.a.nurhayati menjadi kepla BP2T  beliau sangat bijak 
memberikan perintah atau petunjuk bagaimana membangun system 
pelayanan public yang baik dan sampai skrang bisa kita lihat di pinrang satu-
satunya daerah yang menyatukan pelayan public yang mempermudah 
masyarakat  dalam mengurus ktp atau perizinan tatkala pentingnya beliau 
dalam membangun PTSP  menjadi PTSP terbaik dan menjadi percontohan 
dan mendapat pengaharkaan INVESMENT AWARD  dua kali berturut-turut 
yaitu pada tahun 2013 dan 2014 selain itu animo para calon investor sangat 
tinggi karena di kabupaten pinrang di sediakan paket investasi sehingga para 
calon investor berlombalomba untuk masuk di sini.” (wawancara 9 April 2015) 
 
Bupati Pinrang juga dikenal dengan sikapnya yang merakyat dan 
tanpa sungkan terjun langsung kepada masyarakat untuk mengethahui 
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keadaan dan setiap permasalahn yang dimiliki masyarakatnya. Seperti yang 
dikatakan oleh Bapak Abdullah selaku Tokoh masyarakat yang ada di 
Kecamatan Mattirobulu yang menyatakan bahwa : 
“Selama kepemimpinan  Bapak H.A.Aslam Patonangi  selalu memantau 
masyarakatnya secara langsung serta selalu menyelesaikan setiap masalah 
yang dialami oleh masyarakatnya.” (wawancara 11 April 2015) 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Amiruddin selaku tokoh 
masyarakat yang ada di Kecamatan Mattirobulu  yang mengatakan bahwa : 
“Bapak  H.A.Aslam Patonangi memiliki sikap yang merakyat yang tidak 
sungkan untuk terjun langsung kepada masyarakatnya guna mengetahui 
secara pasti keadaan setiap masyarakatnya tanpa membeda-bedakan 
wilayah yang ada di kabupaten pinrang.” (wawancara 11 April 2015) 
 
Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dan keterampilan 
profesionalisme yang tinggi yang dikarakteristikkan dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang baik. Mempunyai kemampuan perencanaan yang baik, 
koordinasi, evaluasi dan organisasi bawahan dengan baik sekaligus juga 
sebagai support sistem dan role model yang baik bagi bawahannya. 
4.3.2 Pengalaman kerja 
 Setelah melakukan wawancara dengan beberapa SKPD dan 
masyarakat di kabupaten pinrang, salah satu faktor yang dianggap 
berpengaruh dalam gaya kepemimpinan bupati pinrang adalah pengalaman 
kerja. Hal tersebut dianggap mampu menjadi pengaruh yang cukup signifikan 
bagi bapak H.A.Aslam patonangi mengingat bahwa beliau adalah mantan 
camat di kabupaten pinrang sendiri tentulah banyak pengalaman yang bisa 
menjadi rujukan dalam menjadi bupati. 
Kepala dinas kesehatan mengatakan bahwa: 
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Bapak bupati memiliki latar belakang sebagai pegawai negri sipil atau camat 
di kecamatan wattang sawitto tentulah berpengaruh di masa jabatannya 
sebagai bupati karena menjadi camat adalah menjadi seorang pemimpin di 
kecamatan untuk memimpin bawahan dan masyarakat  dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan di kecematan tersebut. (wawancara 13 april 
2015) 
Bapak Ahmad Heriawan selaku tokoh masyarakat yang ada di 
Kecamatan Watangsawitto juga meberikan pernyataan bahwa : 
H.A.Aslam sebagai bupati di kabupaten pinrang pasti menjadikan 
pengalamannya sebagai mantan camat untuk memimpin kabupaten pinrang 
yang lebih baik dan lebih maju. 
Sejalan dengan hal itu, kepala BP2T juga menambahkan pengalaman 
kerja bapak bupati berpengaruh dengan gaya kepemimpinannya dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. Beliau menjelaskan karena sbelumnya 
bapak bupati pernah memimpin pemerintahan yang ada di kecamatan 
sehingga hal tersebut berdampak terhadap penyelenggaraan pemrintahan 
yang ada di kabupaten pinrang. 
4.3.3 Lingkungan Kerja 
Lingkungan merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam diri 
manusia, terkadang pembentukan karakter dapat terjadi akibat pengaruh 
lingkungan dimana seorang mendapatkan kehidupan. Begitupun dengan 
seorang pemimpin. Dimana gaya kepemimpinannya dapat dipengaruhi oleh 
lingkungan dimana dia bekerja.  
Gaya kepemimpinan bapak H.A.Aslam patonangi selaku bupati di 
kabupaten pinrang juga tak lepas dari pengaruh lingkungan pemerintahan 
yang mengedepankan bagaimana pelayanan masyarakat dapat terpenuhi 
semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana 
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yang diketahui bahwa bupati yang berasal dari lingkungan pemerintahan itu 
sendiri meski dari lingkup kecamatan tentunya membawa pengaruh dalam 
gaya kepemimpinan yang diterapkannya. 
Kepala dinas kesehatan mengatakan bahwa: 
Lingkungan kerja bapak bupati dari camat tentulah membawa 
pengaruh terhadap gaya kepemimpinannya dimana pada saat menjabat 
sebagai camat beliau harus mengatur bawahan serta masyarakat demi 
terselenggaranya organisasi yang baik.(wawancara 13 april 2015) 
 
 
Lebih lanjut sekertaris daerah kabupaten pinrang menambahkan 
bahwa background seorang pemimpin yang telah ada dalam diri beliau yang 
selalu berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dari tingkat 
kecamatan jelas bahwa lingkungan kerja berpengaruh dalam penerapan 
gaya kepemimpinannya. 
Pernyataan sekertaris daerah di perkuat oleh kepala dinas pendidikan 
dan olahraga yang mengemukakan bahwa pada saat menjadi seorang camat 
beliau bertanggung jawab untuk memimpin salah satu kecamatan yang 
bertujuan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik tentulah hal 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Secara garis besar beberapa perilaku bapak H.A.Aslam patonangi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang mengarah 
kedalam cirri-ciri pemimpin yang demokratis. Mulai dari pengambilan 
keputusan dan pemberian motivasi. Hal tersebut tentunya hal tersebut tak 
lepas dari kemauan dan usaha beliau dalam proses penyelenggaraan 
kepemimpinan. Adapun yang dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan 
masalah dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Gaya kepemimpinan Bupati Pinrang dalam hal ini H.A.Aslam patonangi 
adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Dimana sesuai dengan 
beberapa indikator yang ditemukan dlam penelitian ini. Hal tersebut antara 
lain: 
a. Pemberian motivasi: Dalam pelaksanaan pemerintahannya bapak 
H.A.Aslam patonangi selalu memberika penghargaan atau insentif 
kepada pihak yang berprestasi dan yang bekerja maksimal serta jiwa 
kepedulian social beliau kepada bawahan dan masyarakat kabupaten 
pinrang. 
b. pengambilan keputusan: Keterbukaan bapak H.A.Aslam patonangi 
dalam menerima saran atau ide dari SKPD atau pejabat-pejabat dan 
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masyarakat yang terkait dalam pemerintahannya dan kemampuannya 
dalam menghadapi permasalah yang dihadapi.  
Berangkat dari indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
bapak H.A.Aslam Patonangi menganut gaya kepemimpinan demokratis 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang. Dimana 
beliau selalu mengutamakan musyawarah mupakat dalam pengambilan 
keputusan di setiap fenomena pemerintahan. 
 
2. Faktor yang mempengaruhi gaya kempemimpinan bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang antara lain: 
a. Kemampuan/skill: Selama pemerintahannya, Bapak H.A.Aslam 
Patonangi selalu berupaya menempatkan pejabat sesuai dengan disiplin 
ilmunya dan kemampuannya untuk komitmen dalam menjalankan visi 
dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang. 
b. Pengalaman kerja: dalam hal ini pengalaman bapak H.A.Aslam 
patonangi dalam bidang pemerintahan sebagi mantan camat yang 
mengatur pemerintahan di kecamatan sehingga berpengaruh terhadap 
gaya kepemimpinan nya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
di kabupaten pinrang. 
c. Lingkungan kerja: hal ini merupakan salah satu faktor yang cukup 
mempengaruhi gaya kepemimpinan H.A.Aslam Patonangi mengingat 
bahwa pengalaman dari lingkungan pemerintahn di kecamatan yang 
tentunya mempunyai tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
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baik di tingkat kecamatan sehingga dari hal tersebut membantu beliau 





Setiap kepala daerah atau bupati yang memimpin organisasi 
pemerintahan perlu memahami bahwa otonomi daerah adlah suatu hal yang 
digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga setiap daerah 
dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat lokal. Terutama untuk 
menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, 
menumbuhkan kreativitas daaerah, dan meningkatkan nilai deokrasi secara 
nyata di daerah. 
Lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan perubahannya pada UU N. 12 
tahun 2008 kemudian kembali pengalami peru bahan pada UU No 23 Tahun 
2014 tentang pemerintahan daerah, tentunya menjadi landasan yang kuat 
untuk mengimplementasikan nilai demokrasi di Negara ini. Yang tentunya 
dimlai dari pemerintahan daerah. Kedewasaan dalam berdemokrasi tentunya 
harus tetap dibangun. 
Bapak H.A.Aslam patonangi selaku Bupati di Kabupaten Pinrang 
harus mampu berusaha untuk mengakomodasikan setiap kebutuhan aparatur 
pemerintah daerah yang tentunya sebagai pelayan masyarakat. Ketika 
kesejahteraan aparatur pemerintah daerah terpenuhi maka tidak menutup 
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kemungkinan pelayan terhadap masyarakat akan lebih maksimal. Hal ini tak 
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